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UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

UU NO. 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN

UU NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

UU NO. 32 TAHUN 2000
TENTANG RAHASIA DAGANG

UU NO. 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI

UU NO. 30 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

UU NO. 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

PERKAP POLRI NO. 6 TAHUN 2010
TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PPNS

KEPMENKUMHAM NO. M.HH-01.H1.07,02 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KI




KONSEP DASAR

(0]:1]3¢
HKI

PERLINDUNGAN HKI

v Kl = INTANGIBLE ASSETS (TAK BERWUJUD)
v’ SERTIFIKASI/PENCATATAN
v/ PENEGAKAN HUKUM

(LAW ENFORCEMENT)

HAK
EKSLUSIF

HAK PEMILIK KI UNTUK :

v" MENIKMATI/MENGGUNAKAN
ATAU MEMBERI IZIN PIHAK LAIN
v’ SECARA EKONOMIS

SEGALA SESUATU YG TIMBUL/LAHIR
DARI KEMAMPUAN INTELEKTUAL
MANUSIA. EX : KARYA, CIPTAAN,

DEFENISI KREATIVITAS, INOVASI, DLL
HKI

HAK EKSKLUSIF YG DIBERIKAN
BERDASARKAN PER-UU-AN

ATAS HASIL OLAH PIKIR MANUSIA

YG MENGHASIKLAN PRODUK/PROSES
YG BERGUNA UNTUK MANUSIA




SISTEM PERLINDUNGAN Ki

KONSTITUTIF

DEKLARATIF

O PERLINDUNGAN TIDAK
U PERLINDUNGAN SECARA SECARA OTOMATIS

OTOMATIS =1 Q FIRST TO FILE PRINCIPLE

O PENDAFTAR DIANGGAP : n (PENDAFTAR PERTAMA
SEBAGAI PEMILIK HAK s ADALAH PEMILIK HAK)

(SEPANJANG BELUM PENDAFTARAN
DIBUKTIKAN SEBALIKNYA) [ MENIMBULKAN HAK

O JENIS KI : HAK CIPTA 7 g JENIS KI :
R ¥ 5 v MEREK

v'PATEN

v'DESAIN INDUSTRI
v'DTLST

v'INDIKASI GEOGRAFIS




PEMBAGIAN KI

0 EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT)
(FOLKLOR)

U PENGETAHUAN TRADISIONAL (PT)
(TRADITIONAL KNOWLEDGE)

U SUMBER DAYA GENETIK (SDG)
(BIOLOGICAL DIVERSITY)

JENIS
KEKAYAAN
INTELEKTUAL

U INDIKASI GEOGRAFIS
(GEOGRAPHICAL INDICATION)

U HAK CIPTA (COPY RIGHT)

KI PERSONAL
U HAK MILIK INDUSTRI (INDUSTRIAL PROPERTY)

MEREK PATEN RAHASIA DAGANG
(TRADEMARK) (PATENT) (TRADE SECRET)

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DESAIN INDUSTRI
(LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT) (INDUSTRIAL DESIGN)




MASA PERLINDUNGAN KI

PATEN BARU, INVENTIF, DAPAT DITERAPKAN 20 TAHUN
KE INDUSTRI

PATEN SEDERHANA BARU, MEMILIKI KEGUNAAN 10 TAHUN
PRAKTIS

DTLST ORISINIL 10 TAHUN

DESAIN INDUSTRI 10 TAHUN

MEREK TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN 10 TAHUN (SELAMA
DENGAN MEREK TERDAFTAR ATAU DIGUNAKAN)
MEREK TERKENAL

INDIKASI GEOGRAFIS (1G) TIDAK. MEMILIKI PERSAMAAN SELAMA MASIH KHAS
DENGAN 1G YANG ADA




K
PELAPOR/PENGADUAN

PEMILIK KI
PEMEGANG DAN/ATAU PENCIPTA
PENERIMA LISENSI KI YANG i PEMEGANG DAN/ATAU
SUDAH TERDAFTAR DI A e PENERIMA LISENSI HAK
DALY ENDIELAL | B0 | CIPTA DAN/ATAU HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL | I TERKAIT
h /
= LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK
LEMBAGA MANAJEMEN ( )
KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) v'BADAN HUKUM NIRLABA YANG DIBERI
v MELAKUKAN KOORDINASI DAN SURIEK KUASA OLEH PENCIPTA, PEMEGANG HAK
MENGAWASI PENGUMPULAN ROYALTI 3 HUKUM CIPTA, DAN/ATAU PEMILIK HAK TERKAIT

OLEH LMK DI BAWAHNYA GUNA MENGELOLA HAK EKONOMINYA
v MEREPRESENTASIKAN UNSUR LMK, FELAFOR DALAM BENTUK MENGHIMPUN DAN

PENCIPTA, AKADEMISI, DAN AHLI MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI
HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA UNTUK v'9 LMK DI INDONESIA : RAI, KCI, WAMI, SELMI,

MENGELOLA HAK EKONOMI PENCIPTA DI == PAPPRI, ARDI, ARMONDO, STARMUSIC, DAN
- 'H.
BIDANG LAGU DAN/ ATAU MUSIK. o ey PRCI
| EH ) v'DASAR HUKUM :
W __." o UU HC BAB XII (PASAL 87- PASAL 93)
ASOSIASI DI BIDANG KI ot f KUASA HUKUM o PERMENKUMHAM NOMOR 29/2014
v ASOSIASI PRODUSER FILM INDONESIA PEMILIK, TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN
v fosF;Rs?:gl INDUSTRI REKAMAN gExEEFSfA'XGLgTEA; PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA
N
INDONESIA (ASIRI) PIHAK LAINNYA Ki EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN
v" ASOSIASI PENYALUR DAN YANG DIBERIKAN KUASA KOLEKTIF
PENGUSAHA REKAMAN INDONESIA OLEH PEMILIK KI

(APPRI)
v/ MOTION PICTURE ASSOCIATION
(MPA)




LAPORAN / PENGADUAN E K

©®

MEDIA ELEKTRONIK

¥ MENGISI FORMULIR PENGADUAN DI ALAMAT
WEBSITE :

v MENGISI DATA-DATA YANG DIPERLUKAN,
YAKNI :
a) DATA PELAPOR
b) DATA PELANGGARAN

¥ PELAPOR MENERIMA NOMOR LK DAN KODE
UNIK

¥ PELAPOR AKAN DIHUBUNGI OLEH PETUGAS
UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN DAN BUKTI-
BUKTI

LANGSUNG

v/ DITUJUKAN KEPADA PEJABAT BERWENANG DI
DITJEN KI ATAU MELALUI KANWIL
KEMENKUMHAM

v’ DICATAT DALAM BUKU REGISTRASI
PENERIMAAN LAPORAN KEJADIAN (LK)

v/ LK BERISI :

a) IDENTITAS PELAPOR ATAU KUASA HUKUM
b) IDENTITAS TERLAPOR

c) IDENTITAS SAKSI-SAKSI
d) URAIAN SINGKAT KEJADIAN
e) WAKTU KEJADIAN
f) TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)
v PELAPOR MENERIMA TANDA PENERIMAAN

LAPORAN

DASAR HUKUM : KEPMENKUMHAM NOMOR M.HH-01-.H1.07.02 TAHUN 2015 >
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN TINDAK PIDANA DI BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL




POLA GIAT DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA “ Ikl

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT

PENGADUAN PENCEGAHAN PENINDAKAN

GIATNYA GIATNYA
VANG REPRESIF sl
¢ PRE-EMTIF ) DIPERLUKAN ) LR b
e (PENEGAKAN * LK/LP
* PREVENTIF DATA > DATA HUKUM) * DATA

APA? \




POLA GIAT DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

SUBDIREKTORAT
PENGADUAN &

ADMINISTRASI PPNS

SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN &
PENYELESAIAN SENGKETA

SUBDIREKTORAT
PENINDAKAN &

! GIAT !
' v PENERIMAAN !
' LAPORAN/PENGADUAN '
' v/ ADMINISTRASI !
' PENYIDIKAN !
| v ADMINISTRASIPPNS |
. v WASMATLITRIK :

GIAT | | SASARAN !
v EDUKASI | | PEMILIKKI: !
v SOSIALISAS| |[llp: ¥ KIPERSONAL |
v PENDIDIKAN | 7 | v KIKOMUNAL |
v MEDIASI | Tt T

| OUTPUT

i PENDAFTARAN KiI
L

NDATAAN

_________________

: OUTCOME
. MENDORONG

PE

]

ENINGKATAN
PNBP

v' EKSTERNAL

KERAGU-RAGUAN

PEMANTAUAN
GIAT SUMBER LK !
v PENYIDIKAN 'y | v PELAPOR !
v KOORDINASI ;» v KANWIL= RENTANG KENDALI |
v PEMANTAUAN 1 7 ‘oo
v PENYIMPANAN
BARANG BUKTI !

CATATAN D TUJUAN !
KETERANGAN AHLI: || ¥ OBJEKTIVITAS PENYIDIK !
v INTERNAL |y | v PROPORSIONALITAS |

(DIREKTORAT TEKNIS DI DJKI) :»: v MENGHILANGKAN :

(AKADEMISI)

______________________________

v' SECOND OPINION







DATA YANG DIPERLUKAN

Data Pelanggar

Merek

Hak Cipta
Paten

Desain Industri
DTLST

Rahasia Dagang
Indikasi Geografis

Nama PT/
Pabrik/Gudang
Lokasi / Tempat
Nama Pemilik
Jenis barang
yang dipalsukan

Data Pemegang
Hak Kekayaan Intelektual

v" Nama Pemegang HKI
v' Alamat / Lokasi / Tempat
v' Jenis Hak Eksklusifnya




AN AT O M I
FIRST TO FILE PRINCIPLE = HAK KEKAYAAN INDUSTR
PELANGGARAN KI el usmwam%m.w/

. TERDAFTAR

HAK EKSLUSIF = SERTIFIKAT KEPEMILIKAN
v'NILAI KERUGIAN TIDAK BESAR PERLllNDUINGAN

DELIK ADUAN

v'MEMANFAATKAN PELANGGARAN \\A

w SEBAGAI “ALAT PROMOSI”

4

OO i,

B v'KETIDAKTAHUAN ESENSI DARIHAK £ 7.
EKSLUSIF PEMEGANG KI :

L )

I
EDUKASI

PENERAPAN KE
UNDANG-UNDANG
DI BIDANG Ki
___________________________________________________________________ ?
PASAL 114 UU 28/2014 TTG HAK CIPTA : YANG LAIN:
v SETIAP ORANG YANG MENGELOLA TEMPAT PERDAGANGAN DALAM SEGALA BENTUKNYA
v YANG DENGAN SENGAJA DAN MENGETAHUI MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU
PENGGANDAAN BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA DAN/ ATAU HAK TERKAIT DI

1

1

1

1

1

:

1

' TEMPAT PERDAGANGAN YANG DIKELOLANYA = DENDA RP. 100 JUTA
! PASAL 102 UU 20/2016 TTG MEREK :
1

1

1

1

1

1

1

1

KONSUMEN

v SETIAP ORANG YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN/ATAU
PRODUK

v" YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MENGETAHUI BAHWA BARANG DAN/ATAU JASA

DAN/ATAU PRODUK TERSEBUT MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA = KURUNGAN 1

TAHUN / DENDA RP. 200 JUTA



PENYELESAIAN SENGKETA

GUGATAN OGUGATAN PENGHAPUSAN

KE LGUGATAN PEMBATALAN
PENGADILAN LGUGATAN GANTI RUGI
NIAGA

JPENETAPAN PENGADILAN

02
JARBITRASE
MEKANISME JALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA :
PENYELESAIAN APS v NEGOSIASI
SENGKETA KI v MEDIASI
v KONSILIASI

v CARA LAIN YANG DIPILIH OLEH PARA PIHAK

QPENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA RI
UPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BIDANG KI




KETENTUAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

DESAIN
INDUSTRI

UU No. 31 Tahun 2000

Pasal 47 :
Penyelesaian
Sengketa melalui
Arbitrase dan
Alternatif (Negosiasi,
Mediasi, Konsilidasi,
cara lajn).

Arbitrase
Mediasi

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 28 Tahw 2014

Pasal 95 ayat (4) :
Selain pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait dalam
bentuk Pembajakan, sepanjang
para pihak yang bersengketa
diketahui keberadaannya
dan/atau berada di wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus menempuh
terlebih dahulu penyelesaian
sengketa melalui mediasi
sebelum melakukan tuntutan
pidana.

DI BIDANG KiI

MEREK DAN
INDIKASI
GEOGRAFIS

UU No. 20 Tahun 2016

Pasadl 93 :
Selain penyelesaian gugatan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 para pihak
dapat menyelesaikan
sengketa Sengketa melalui
Arbitrase dan Alternatif
(Negosiasi, Mediasi,
Konsilidasilcara lain).

UU No. 13\fahun 2016

Pasal 154 :
Dalam hal terjadi
tuntutan pidana
terhadap pelanggaran
paten harus terlebih
dahulu menyelesaikan
melalui jalur mediasi.

RAHASIA
DAGANG

UU No. 30§un 2000

Pasal 12 :
Penyelesaian Sengketa
melalui Arbitrase dan
Alternatif (Negosiasi,
Mediasi, Konsilidasi,
cara lain)




ALUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA KI

PENYIDIKAN PENYELESAIAN PENCEGAHAN
| SENGKETA
LAPORAN / PENGADUAN 1
~ : MEREK/ CIPTA/ PATEN/ DI/ DTLS :
vBA WAWANCARA : T/IRD :
- PELAPOR !

* SAKSI

WASMATLITRIK
* SAKSI AHLI

1
1
1
1
1
1
:
Y ! , — DAFTAR Kl = UJI KET AHLI
vy L 2 SP3 (WASMAT) TR m
L ] GELAR PERKARA AWAL TINDAK PIDANA : A PENDATAAN = TOLAK UKUR
NAIK SIDIK I :
BERHASIL SP3 (SIDIK)

LAPORAN KEJADIAN
A\’

v ADMINISTRASI PENYI PENETAPAN m
DIKAN (MINDIK) | TERSANGKA

v PENGGELEDAHAN

v

v BAP SAKSI

v' BAP AHLI GELAR PERKARA AKHIR

v BAP TERSANGKA

1
1
1
1
|
1
{
1
PENYITAAN < ; GAGAL
v 1
1
1
1
- 1
1
PEMBERKASAN PERKARA |
1
|
1

JPU
PENYERAHAN BARANG BUKTI c.Q
PENYERAHAN TERSANGKA KORWAS PP
NS
SP3 (PENYIDIKAN) : LAPORAN/ PENGADUAN DAPAT DICABUT OLEH PELAPOR SELAMA PROSES
1. TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI PENYIDIKAN BELUM MEMASUKI PROSES PENUNTUTAN DI PENGADILAN

2. BUKAN TINDAK PIDANA
3. PENCABUTAN PENGADUAN
4. DIHENTIKAN DEMI HUKUM (TERSANGKA MENINGGAL DUNIA/ TUNTUTAN PIDANA DALUARSA/ NEBIS IN IDEM =




TIMELINE ik
WASMATLITRIK ——

|r TIDAK :< : TERTULIS/ 1
___________ . |
: LENGKAP 1 _LELEKTRONIK |

! e mmm— o
i T L BUKAN ! SP3 (WASMATLIT
' 1] _TINDAKPIDANA | RIK)
PEMERIKSAAN Y | ' ------—----
- <
Wm -, _S3hari ___
| ' : ! LAPORAN KEJA

R EREEEEE R e <3ihari -<3hari - = - f21hari ----- I DIAN

\ 4
1 I _______ I ! I ---------------- b
SURAT TERTU L1 LENGKAP - ADMINISTRASI
. r
6-PENGADUAN L e e e - i *SURAT TUGAS WASMAT
*SURAT PANGGILAN PELAPOR

MANDATORY *SURAT PANGGILAN SAKSI

«KTP PELAPOR

——————

ADMINISTRATIF

[P
-

IA

N

-

=

[

=

=*SURAT PERMOHONAN KET. AHLI

| 1
| 1
\ 1
1
: l : .
| "BUKTI KEPEMILIKAN KI (EX : SERTIFIKAT) 1 1 WAWANCARA :
| *BUKTI PELANGGARAN KI (FISIK/NON-FISIK) ! I *BERITA ACARA PELAPOR |
| KONDISI KHUSUS : 1 1 =BERITA ACARA SAKSI |
| JIKA PELAPOR ADALAH BADAN HUKUM ! I *BERITA ACARA AHLI |
I *KTP PENGURUS PERSEROAN ! I OLAH TKP .
I =AKTA PENDIRIAN PERSEROAN ! I *PROFILING TKP |
I =AKTA PERUBAHAN TERAKHIR PERSEROAN : : *SURVEILLANCE I
I JIKA PELAPOR ADALAH KUASA HUKUM I . *OBSERVASI |
I =KTP KUASA HUKUM . . *UNDERCOVER .
I =SURAT KUASA I L =UNDERCOVER BUY |
I JIKA PELAPOR ADALAH AHLI WARIS P
I =KTP AHLI WARIS |
I =AKTA WARIS \
I JIKA PELAPOR ADALAH PEMEGANG LISENSI |
I «KTP PEMEGANG LISENSI |
: *PERJANJIAN LISENSI | VHAR = HARI KERJA
________________________ vGP = GELAR PERKARA
NON-MANDATORY vSTTL = SURAT TANDA TERIMA
DOKUMEN PENDUKUNG : LAPORAN

=*SURAT PERJANJIAN BARANG BUKTI
*NOTA/KUITANSI/FAKTUR PEMBELIAN vSP3 = SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

1
1
=*SURAT SOMASI : v STTB = SURAT TANDA TERIMA
I
1

*BARANG BUKTI LAIN




TIMELINE I

DIRSKTORAT KNDIRAL KBKAYAAN INTELEKTUAL

PENYIDIKAN S

g SPRINDIK
1
i \ 4
1
GELEDAH/ PEMBERKASAN
LAPORAN KEJADIAN =4 GP PERTENGAHAN -- PENUNTUTAN
1 T 1
|m——mmmm—————— = e e e e e e e e e e e e e e e e — —  mm————— = 1 v
| ‘ i | ADMIINISTRASI : ! | PENETAPAN TERSANGK || {TERSANGKA |
| MEMUAT-S o s I *SURATPERMOHONAN | 1 A 11 2.5AKSI I 3
; °IDENTITAS PELAPOR 1 I BANTUAN KE KORWAS I MINIMAL 2 (DUA) ALAT || 3.AHLI 1 TAHAP 2
I "T[I’EE,\;“PT/'\TTAKSEEi%:ﬁOR - ,1 PPNSPOLRI | 1 BUKTI (184 KUHAP) : Il oo I !
s oo TH e 1 | EERAGNS! |
“URAIAN SINGKAT PERISTIWA 1 | *PENUNTUTUMUM I ZINPERSETUJUAN GE : !
! 1! LEDAH/SITA KE KETUA I 3.SURAT !
| DUGAAN TINDAK PIDANA 11 MELALUIKORWAS 1y SOfHISHE ' 4PETUNJUK 1 :
| “LAMPIRAN BARANG BUKTI I | PPNSPOLRI P AL ' | 5KETERANGAN TERDAK I :
e e e e 11 =TERLAPOR | ! 1 WA 1 !
! -PELAPOR . ! I +ALAT BUKTIDARITEK | !
R ! I NOLOGI INFORMASI DAN | .
i I ELEKTRONIK ! |
i e = 1 !
! 1
! 1
: |
1 . 1
s S45hari -

KETERANGAN

v'HARI = HARI KERJA

vGP = GELAR PERKARA

v STTL = SURAT TANDA TERIMA
LAPORAN

v STTB = SURAT TANDA TERIMA
BARANG BUKTI

vSP3 =SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

v'P21 (1)= PENYERAHAN BERKAS
PERKARA

v'P21 (2)= PENYERAHAN BARANG BUKTI
DAN TERANGKA




B

DATA PENANGANAN PERKARA Kl

Desai Hak
Tahun esam' .a Total
Industri Cipta
0 6 2 34

z

23 2 6 6 37
“ 15 0 0 4 19
19 1 2 5 27
“ 27 12 4 1 44
40 3 9 7 59
13 2 1 1 17
20 1 10 5 36
m 34 2 4 7 47




Dalom rangka menegokkan hukum dan memajukan hehayoon (ntelektuol,
mori secaro bersomo.

KETENTUAN P n,’d@ R
P ENUNDANG UNDANGAN OBKS @ ks omﬂ"’
- XSS! axsus e

P O L i mtWTELGTL B

odece,

Ny Tan 4 TIM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEXTUAL
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERKAIT
) v TINDAK PIDANA PELANGGARAN XI DI RTC BALI
'Y o
\ i (] SN [
w O
EDUKASI SOSIALISASI WOKRSHOP LABELING

PENCEGAHAN
PELANGGARAN Ki

DOKUMENTASI
KEGIATAN




A

fex Vs «

‘ o “-.-.‘
-3 e -

PEMERIKSAAN TKP PEMERIKSAAN SAKSI DAN
TERSANGKA

PENGGELEDAHAN BARANG BUKTI
DAN PENYITAAN

PENEGAKAN
HUKUM Ki

DOKUMENTASI
KEGIATAN




TERIMAKASIH

DIREKTORAT PENYIDIKAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA




